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PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa sebagian besar (70%)  masyarakat di Kabupaten
Simalungun telah menjalankan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian
untuk tempat tinggal sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang
telah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun. Proses pelaksanaan alih fungsi
yaitu dengan melakukan pengeringan terlebih dahulu terhadap kawasan
pertanian lahan basah. Setelah dilakukan pengeringan, lahan kering tersebut
dapat dialih fungsikan dengan syarat — syarat tertentu yang diatur oleh
pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu  masyarakat di wilayah
Kabupaten Simalungun telah melaksanakan proses alih fungsi  dengan
ketentuan peraturan daerah yang berlaku sehingga telah mewujudkan ruang
wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui
pemanfaatan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan yang
berkesinambungan sesuai dengan kebijakan pembangunan serta pemerataan

pembangunan.
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Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat
diberikan ialah perlunya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh
pemerintah secara menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Simalungun
agar masyarakat mengetahui bagaimana pelaksanaan untuk melakukan
perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk
tempat tinggal. Bagi pelaku perubahan penggunaan tanah menjadi tanah non
pertanian, dalam melakukan perubahan tanahnya tersebut harus melakukan
proses pengeringan lahan basah terlebih dahulu melalui proses perizinan yang
sudah ditentukan dalam peraturan yang dibentuk oleh pemerintah, yang

berdasarkan rencana umum tata ruang wilayah yang berlaku.
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